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LAMPIRAN Va

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWA]I PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansil

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK?

: bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan ...... 4, perlu

mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...5 Tahun ...5 tentang ....5);

MEMUTUSKAN

: mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama D 0)
Tempat/Tanggal Lahir D 7
Jenis kelamin D 8
Pendidikan R 9 Tahun ............ 9)
Kebutuhan Jabatan D 10)
Unit Kerja [EPTTTRTOON 11)
Instansi D 12)

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di ... 13)

pada tanggal = ... 14)

Keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara!®)

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 17)
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 18)
4) Kepala Kantor Cabang ....... 19) PT. TASPEN (Persero)

5) ...20)
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Va

NO KODE URAIAN

1 2 3

L. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan

2. 2) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

3. 3) Tulislah nomor keputusan

4. 4) Tulislah nama instansi dimana yang bersangkutan akan diangkat
sebagai calon PPPK

5 5) Tulislah nomor, tahun, dan tentang Peraturan Badan

’ Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan PPPK

6. 6) Tulislah nama lengkap beserta gelar calon PPPK (apabila ada)

7. 7) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir calon PPPK

8. 8) Tulislah jenis kelamin calon PPPK

9. 9) Tulislah strata pendidikan dan tahun lulus calon PPPK sesuai
STTB/ljazah

10. 10) Tulislah nama kebutuhan jabatan calon PPPK

11. ﬁlilil Tulislah nama unit kerja per;:;batan calon PPPK

12. 12) Tulislah nama instansi calon PPPK

13. 13) Tulislah nama tempat penetapan keputusan

14. 14) Tulislah tanggal penetapan keputusan

15. 15) Tulislah nama dari PPK

16. 16) Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi pusat, pilih
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calon
PPPK yang bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi
daerah

17. 17) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

18. 18) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

19. 19) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan
wilayah kerja penempatan calon PPPK

20. 20) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi

masing-masing
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LAMPIRAN Vb

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansi?)

KEPUTUSAN .....2)

Nama PPK?2

Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan ...... 4,
perlu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi
Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...5 Tahun .... tentang ....5:

MEMUTUSKAN

Mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Ditetapkan di ... 0)
pada tanggal -
PPK2

Keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara?

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 10)
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 1
4) Kepala Kantor Cabang ....... 12) PT. TASPEN (Persero)
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Vb

NO KODE URAIAN
1 2 3
1. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan
2. 2) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
3. 3) Tulislah nomor keputusan
4. 4) Tulislah nama instansi dimana yang bersangkutan akan diangkat
sebagai calon PPPK
5 5) Tulislah nomor, tahun, dan tentang Peraturan Badan
’ Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan PPPK
6. 6) Tulislah nama tempat penetapan keputusan
7. 7) Tulislah tanggal penetapan keputusan
8. 8) Tulislah nama dari PPK
9) Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
9 bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi pusat, pilih
' Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calon
PPPK yang bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi
daerah
10. 10) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK
11. 11) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK
12. 12) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan
wilayah kerja penempatan calon PPPK
13. 13) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi

masing-masing
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LAMPIRAN KEPUTUSAN

NAMA PPK?

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR JENIS KELAMIN PENDIDIKAN KEBUTUHAN JABATAN UNIT KERJA INSTANSI
NO
1 2 3 4 5 6 7 8
[ —
Ditetapkan di ... 6)
pada tanggal = ....... 7
PPK2)

Catatan: 2 sampai dengan 8 diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Lampiran Vb,




Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- 55 -

LAMPIRAN Vc

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansi?

PETIKAN

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK2
: Dst;
: Dst;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut :.......... *)
Nama R 4
Tempat/Tanggal Lahir D 5)
Jenis kelamin D s o)
Pendidikan D 7 Tahun ............ 7

menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan:

Kebutuhan Jabatan [PUOPTTUS 8)
Unit Kerja P 9)
Instansi D e, 10)

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... 1y

pada tanggal ... 12)
Petikan sesuai dengan aslinya, PPK2
.................... 13) ttd

Petikan keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara!4)
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .....}5
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 16)
4) Kepala Kantor Cabang ...17 PT. TASPEN (Persero)

catatan:

*) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan kolektif.
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Vc

—

NO KODE URAIAN

1 2 3

1. . .

1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan

2. 2) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

3. 3) Tulislah nomor keputusan

4. 4) Tulislah nama lengkap beserta gelar calon PPPK (apabila ada)

S. 5) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir calon PPPK

6. 6) Tulislah jenis kelamin calon PPPK

7. 7) Tulislah strata pendidikan dan tahun lulus calon PPPK sesuai
STTB/ljazah

8. 8) Tulislah nama kebutuhan jabatan calon PPPK

9. 9) Tulislah nama unit kerja penempatan calon PPPK

10. 10) Tulislah nama instansi calon PPPK

11, 11) Tulislah nama tempat penetapan keputusan

12. 12) Tulislah tanggal penetapan keputusan

13. 13) Tulislah nama JPT yang membidangi kepegawaian paling rendah

i JPT Pratama

14. 14) Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi pusat, pilih
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calon
PPPK yang bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi
daerah

15. 15) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

16. 16) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

17. 17) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan
wilayah kerja penempatan calon PPPK

18. 18) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi
masing-masing
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nomor T

Sifat D

Lampiran D e Berkas

Perihal : Usul Penetapan Nomor Induk PPPK a.n ......... dkk (.......orang)
Kepada Yth,

Kepala Badan Kepegawaian Negara/

Kepala Kantor Regional ........ BKN

Di

1. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mengacu
pada penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun ........ yang ditetapkan
oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana terlampir.

2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah memenuhi syarat
untuk dapat dipertimbangkan penetapan nomor induk PPPK.

3. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DAFTAR USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

TEMPAT | TANGGAL KEBUTUHAN | UNIT
NO. NAMA LAHIR LAHIR PENDIDIRKAN | ™5 paTAN | KERJA %)
i 2 3 4 5 6 7

*) Unit kerja terkecil sesuai kebutuhan jabatan.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

INSTANSI:

NOMOR:

DITERIMA TANGGAL:

Nama Lengkap

Kab/Kota Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pria / Wanita

Status Perkawinan

Agama/Aliran Kepercayaan

Status Kepegawaian

[jazah /STTB No : Tgl :
Kebutuhan Jabatan

Unit Kerja

Surat Keterangan Sehat Tgl Dokter
Surat Keterangan Tidak

Mengonsumsi/Menggunakan Napza No Tgl
Surat Keterangan Catatan Kepolisian No Tgl

Nomor Induk PPPK

Kantor Bayar

Jenis Kebutuhan Pegawai

PPPK Tahun Anggaran

Rencana Masa Perjanjian Kerja

s/d
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan 1)
Unit kerja 2)
Instansi 3)

Dengan ini menyatakan menyatakan bahwa Saudara/i :
Nama

Tempat/Tanggal lahir

Pendidikan/Jurusan

Kebutuhan Jabatan

Alamat

Akan kami tempatkan pada unit kerja ..........

lingkungan .........c.cooeveiii i, 2).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

........ 4) sebagal .........coccociiiiiiiiiiiiiiieieene 9) di

sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat

................. T

Yang membuat pernyataan,

1) Tulislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja dimaksud sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi

pratama;

2) Tulislah nama unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama pada Kementerian/Lembaga/

Provinsi/Kabupaten/Kota;

3) Tulislah nama Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota;
4) Tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati atau kosongkan jika tidak ada; dan

5) Tulislah nama kebutuhan jabatan PPPK.
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LAMPIRAN X

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Contoh pemberian nomor induk calon PPPK:

Sdri Etsa Hartini Isfandika, lahir pada tanggal 11 Februari 1996, untuk pertama kali
diangkat menjadi calon PPPK sebagai Analis Kepegawaian Muda pada tahun 2019 di BKN
sampai dengan 2020, dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor induk PPPK yaitu
199602112019212001. Kemudian masa perjanjian kerja Sdri Etsa Hartini Isfandika
diperpanjang sampai dengan 2021, dan kepada yang bersangkutan diberikan nomor
induk PPPK yang sama yaitu 199602112019212001.

Pada tahun 2022 sampai dengan 2023 Sdri Etsa Hartini Isfandika diangkat menjadi calon
PPPK sebagai Analis Kepegawaian Muda di Kementerian Kesehatan, dan kepada yang
bersangkutan diberikan nomor induk PPPK 199602112019222001.

Kemudian pada tahun 2025 Sdri Etsa Hartini Isfandika diangkat kembali menjadi Analis
Kepegawaian Muda sampai dengan tahun 2027 di BKN dan kepada yang bersangkutan
diberikan nomor induk PPPK 199602112019232001.
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LAMPIRAN XI

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Contoh Perjanjian Kerja

PERJANJIAN KERJA*)

No. ...
Pada hari ini ............ tanggal ............ bulan ............ tahun ............. yang bertandatangan di bawah
ini:
I. Menteri ..../Kepala Lembaga ..... /Kepala Badan ....... /Gubernur ........ /Bupati ........ /Walikota
.......... untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
atau**)
Nama P
Jabatan e
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri ..../Kepala Lembaga ..... /Kepala Badan
....... /Gubernur ......../Bupati ......../Walikota .......... berdasarkan Surat Keputusan .................
Nomor ................. tanggal .................. ***) untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
II. Nama N

Nomor Induk PPPK PP
Tempat/tgl. Lahir R
Pendidikan P
Alamat OO
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak

Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian
Kerja, dengan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Masa Perjanjian Kerja : ....... s/d ....... FHEH)

b. Jabatan e,

c. Unit Kerja N

Pasal 2
Tugas Pekerjaan

(1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pihak
Kedua.
(2) Pihak Kedua wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan Pihak Kesatu dengan sebaik-

baiknya dan rasa tanggung-jawab.

Pasal 3
Target Kinerja

(1) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja Pihak Kedua selama masa Perjanjian
Kerja.

(2) Pihak Kedua wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kesatu.
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Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak
Kesatu.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 5

Disiplin
Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan yang ditetapkan di dalam
peraturan disiplin oleh Pihak Kesatu.
Pihak Kedua yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Gaji dan Tunjangan

Pihak Kedua berhak mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan Xketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembayaran gaji dan tunjangan Pihak Kedua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
Cuti

Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama
selama masa Perjanjian Kerja.
Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 8
Pengembangan Kompetensi

Pihak Kesatu memberikan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua selama masa
Perjanjian Kerja.
Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Penghargaan
Pihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa:
a. tanda kehormatan;
b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Perlindungan
Pihak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa:
a. jaminan hari tua;
b. jaminan kesehatan,
c. jaminan kecelakaan kerja;
d. jaminan kematian; dan
e. bantuan hukum.

Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 11
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat melakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan
Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua
sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Lain-lain

Pihak Kedua bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur dalam peraturan
kedinasan dan peraturan lainnya yang berlaku di Pihak Kesatu.

Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi
milik Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjian Kerja yang dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua
dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun,
masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu, Pihak Kedua,

Keterangan:

1. % Dalam hal masa Perjanjian Kerja diperpanjang, ditambahkan kata “PERPANJANGAN”
sebelum frasa PERJANJIAN KERJA.

2. **)  Pilih salah satu.

3. ***) Tulislah Keputusan PPK yang memberikan wewenang penandatanganan Perjanjian
Kerja.

4, ***) Tulislah tanggal di hari kerja pertama, bulan dan tahun awal masa Perjanjian Kerja
dan masa Perjanjian Kerja tidak boleh kurang dari 1 (satu) tahun. Tanggal mulai
berlakunya Perjanjian Kerja ditulis paling kurang sama dengan tanggal
ditandatanganinya Perjanjian Kerja atau tidak mendahului tanggal ditandatanganinya
Perjanjian Kerja.



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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LAMPIRAN Xlla

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansil)
KEPUTUSAN ..... 2)
Nomor: ........5

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK?2)

: bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam

Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor .... ... 4 Tahun ...% tentang ....%;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...5 Tahun ....5 tentang ....5:
MEMUTUSKAN :
. Terhitung mulai ..................... sampai dengan ............cooevinenn, 6 mengangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama

Nomor Induk PPPK PPN 8)

Tempat/Tanggal Lahir D, 9y 9

Pendidikan R 10)

Jabatan

Gaji

Unit Kerja L e 13),

dengan

: Apabila

: Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan

perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di @ .........ocevvnn, 14)
pada tanggal

Keputusan ini disampaikan kepada:

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negaral!
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 18)

3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 19)

4) Kepala Kantor Cabang ....... 20) PT. TASPEN (Persero)
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Xlla

NO KODE URAIAN

1 2 3

L 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan

2. 2) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

3. 3) Tulislah nomor keputusan

4, 4) Tulislah nomor, tahun, dan tentang Peraturan Presiden yang
mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK

5 5) Tulislah nomor, tahun, dan tentang Peraturan Badan

' Kepegawaian Negara yang mengatur tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan PPPK

6. 6) Tulislah tanggal, bulan dan tahun masa perjanjian kerja PPPK
sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja

7. 7) Tulislah nama lengkap beserta gelar PPPK (apabila ada)

8. 8) Tulislah nomor induk PPPK

9. 9) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir PPPK

10. 10) Tulislah strata pendidikan dan tahun lulus PPPK Kerja sesuai
STTB/ljazah

11. 11) Tulislah nama jabatan PPPK

12. 12) Tulislah gaji

13. 13) Tulislah nama unit kerja PPPK

14. 14) Tulislah nama tempat penetapan keputusan

15. 15) Tulislah tanggal penetapan keputusan

16. 16) Tulislah nama PPK

17. 17) Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara jika PPPK yang
bersangkutan merupakan PPPK di instansi pusat,
pilih Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika

o i PPPK yang bersangkutan merupakan PPPK di instansi daerah

18. 18) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai
dengan kantor bayar PPPK

19. 19) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
dengan kantor bayar PPPK

20. 20) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan
wilayah kerja penempatan PPPK

21. 21) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan kebutuhan instansi

masing-masing
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LAMPIRAN XIIb

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansil

KEPUTUSAN ..... 2)

Nama PPK2)

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tercantum dalam
lajur 2 Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor ... 4 Tahun ....% tentang ¥
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor ...5 Tahun ....5 tentang S

MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU : Mengangkat Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam
lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,
kepadanya diberikan gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 6
Lampiran Keputusan ini, dengan masa perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lajur 8
sampai dengan tanggal sebaimana tercantum dalam lajur ... Lampiran Keputusan ini, serta
ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.
Ditetapkan di ... 14)
pada tanggal ... 15)
PPK2

Keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negaral?)

2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 18)
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 19)

4) Kepala Kantor Cabang ....... 20) PT. TASPEN (Persero)

5) 21

Catatan: 1) sampai dengan 2! diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Lampiran Xlla.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
NAMA PPK?)

NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO NAMA/NOMOR INDUK PPPK TEMPAT/TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN JABATAN GAJI UNIT KERJA MASA PERJANJIAN KERJA
1 2 3 4 S [ 7 8
Ditetapkan di ~ ....... 14
pada tanggal = ....... 15)
PPK2)

Catatan: 2 sampai dengan '0 diisi dengan menggunakan petunjuk pengisian Lampiran Xlla.



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA
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LAMPIRAN XlIc

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama Instansil)

PETIKAN

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPK2
: Dst;
: Dst;
MEMUTUSKAN
Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut :.......... )
Nama D #
Nomor Induk PPPK D 5)
Tempat/Tanggal Lahir D 6)
Jenis kelamin D 7
Pendidikan D 8 Tahun ............ 8)
Gaji D ")
Jabatan D 9
Unit Kerja T 10)
Instansi D 1)
Terhitung mulai tanggal ............. ¥ sampai dengan tanggal ............. ‘) diangkat menjadi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji
sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ... 12)
pada tanggal ... 13)

Petikan sesuai dengan aslinya, PPK2

Petikan keputusan ini disampaikan kepada:
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor

Regional Badan Kepegawaian Negara 15
2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ...16)
3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 17)
4) Kepala Kantor Cabang ..... 18) PT. TASPEN (Persero)

5) ... 19

Catatan:

*) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan kolektif.
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Xilic

NO KODE URAIAN

I 2 3

1. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan

2. 2) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan
3. 3) Tulislah nomor keputusan

4, 4) Tulislah nama lengkap beserta gelar PPPK (apabila ada)

5. 5) Tulislah nomor induk PPPK

6. 6) Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tanggal lahir PPPK

7. 7) Tulislah jenis kelamin PPPK

8. 8) | Tulislah strata pendidikan dan tahun lulus PPPK sesuai

STTB/ljazah

9. 9) _ Tulislah nama jabatan PPPK
10. 10) Tulislah nama unit kerja penempatan PPPK
11. 11) Tulislah nama instansi PPPK
12. 12) Tulislah nama tempat penetapan keputusan
13. 13) Tulislah tanggal penetapan keputusan
14, 14) Tulislah nama dari JPT yang membidangi kepegawaian paling

rendah JPT Pratama

15. 15) Pilih Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
bersangkutan merupakan PPPK di instansi pusat, pilih Kepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
bersangkutan merupakan PPPK di instansi daerah

16) Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negafa sesuai
16.
dengan kantor bayar untuk PPPK
17 17) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai
’ dengan kantor bayar untuk PPPK
18 18) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persero) sesuai dengan
) wilayah kerja penempatan PPPK
19 19) Tulislah tambahan tembusan sesuai'dengan kebutuhan instansi

masing-masing

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA




